KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

Menimbang :

Mengingat :

DESA BEBANDEM TAHUN 2025

PERBEKEL BEBANDEM

a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal

1.

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa
Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai
penjabaran RPJM Desa yang menjadi dasar penetapan
APB Desa dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa bahwa Kepala Desa mempersiapkan
penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk

tim penyusun RKP Desa;

. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Perbekel Bebandem Tentang Tim Penyusun
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655;



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014,

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);




6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014,
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016,
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Repbulik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

11.Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);

12.Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 38);

13.Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

14.Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-
Desa) Tahun 2020 - 2026 Lembaran Desa Bebandem
Tahun 2020 Nomor 2);

15.Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2023 tentang

16.

17.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2023 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023
Nomor 6);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023
Nomor 8);

Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 2 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 3
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa
Bebandem Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

: Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini

: Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun

2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
untuk :

1. melakukan pencermatan dan  penyelarasan
rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan
Desa;

2. pencermatan ulang RPJM Desa;

3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar
Usulan RKP Desa; dan

4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis

dan rencana anggaran biaya kegiatan.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem
ggal : 11 Juni 2024

o
k{b G /‘
A, e
N

R t”
2



VOAVNTIN NVVIALHV ESE NVVAVAIIdWHd
VNNAVL ONVAVI

VOIVATI NVVIALHVIESHY NVVAVAIIHNHd
VSHA HVINIbIANWHEd

VOAVNTIN NVVIALHYESEN NVVAVAIIHNEd
VNNIVL ONVIVH

VSAEJ HY.LNIIHAWHL

VSHEJ HVINIIHAWHd

IVIVAVASVIN NVVAVAIHEIG NI H] VOVHINE'T
VSHA SRIV.LIINES

gicy;ciseeicll

VLODONVY
VLODONV
VLODONV
VLODONV
VIODODNV
VLODDNV
VLODONY
VAVHVANHL
SRIV.LAANES
VLA
VNIEIWHd

$661 AFINALIIS 1 ‘VANIVTAV
9661/1/11 ‘WAANVEHL
8961 /¢1/11 ‘WAANVEAL
0861/21/0¢ “AVSVANAU
1661/21/1C ‘WAANYEIL
+661/1/92 ‘HNV NVONIHIL
z661/1/81 ‘WAANVEAL
0861/21/+1 VSV
9961/01/21 ‘TISONNL
S861/L/T ‘WAANVEHH
6961/21/91 ‘WAANVLIH

AS TAVLSHT V.LId THLNVS NVINOAN IN

RIVILNVIAON INH MHAVI IN | °

INLLAVNS NVINOAN IN
HISVINAVA HNTIN

Pd'S ‘IMILSV VALID VLINV IS3d
Pd'S ‘VIVINVMS VNV NLNd I
Pd'S ‘LLNVAVIH NLNd NVAVM IN
dS ‘TIVISHT NLNd NVAVM IN
VIIMNO NVAVM 1

Pd'S ‘S NAHVM I'TVD LNLHAN |
HS‘VNVAVILIVd AddD I

R R R RN e

ANSNN

NVLVEV

AIHVT TVOONVL LVdNAL

VINVN

)
z

WASVONVAVY NALYdNIV3 - WHANVEHE NVLVINVOHEX

NIANVEdd VSEA d3a NNSNANEd NILL
NVLVEV( NVA VINVN dV.LAVd

cz0z unyel, esa M unsniuad Wi, uesnjuaquiad : Juejus],

¥c0¢ unyel, 8¢ -  JIOWON

wapueqeg [ox2qtad uesninday uendure]




